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JADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor K 26-3/V |8-2/ Jakar :
soer ;P¢,1tj11g,fsg;¢,-a 99 Jakarta, 25 Seplember 2001 -
Lampir.an: - ' Kepada
Perthal : Wewenang Penjatuhan Hu- Yth. 1. Semua Gubernar
kuman Disiplin, Pengajuan 2. Semuz Bupati/Walikota
Keberatan Kepada Bapek, o
[zin Perkawinan, dan Peni- dt
laian  Pelaksanaan Peker- Tempat

1aan PNS.

I. Scbagaimana diketahui, bahwa cdengan dilaksanakacnya otonomi
dagrah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tehun 2000
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipii, maka terdapat permasalzhan mengenai :

a. Wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS Daerah,

- , b Wewenang pemberion izir perceraian dan perkawinan bagi PNS
Draerah, |

Prosedur pengajran  banding  kepada  Badan Pertimbangan
Kepegawaian (Bapek) bagi PNS Daerah yang keberatan terhadap
penjatubhan hukuman disiplin, "

(2]

d. Penyelesaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah ierbukti melakukan pelanggaran
disiplin sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan telah pernah
diusullan kepada Merieri vang terkait tetapi sampai saat ini beium
mendapat keputiigan,

¢. Penilaian pelaksanaan peleerjaan PNS.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan. dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka dapat
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
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P Ex_}muh;m hukuman digiplin bagi PNS Daerali mula dart jenis
hukuman disiplin vingan sampai dengan berat untuk semua jenjang
pangkatl dan goiongan ruang menjad! wewenang pejabat pembing

kepegawaian dasrzh oropinsi/kabupaten/kota.

Pemberizn izin perkawinan aan perceraian bagi PNS Daerah untuic
scua jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang menjacl
wewenang pejabat  pembina kepegawaian daerab propingi’
kabupaten/kota 1asin g-masing.

Pengajuan  keberatan kepada Bapek atas bukuman disiplin yang
dijatuhikan kepadanyd agar langsung disampaikan kepada Bapek.

Fenyelesaian suret keputusan penjatubian hukuman disiplin bag
PNS Dacrah yang sebelun pelaksanaan otonomi daerah telah
diusulkan kepaca pejabat yang berwenang sesuai Peraturan
pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, ietapi sampai saat il belum mendapat
kepqu@an, maka' kewenangan peretapan surat keputusan tersebut
menjadi  wewenang pejabat  pembina Kkepegawaian  daerah
propinsi/’kabupatam/kota masing-masing dengan ketentuan bahwa .

1y Tanggal penctapan  Saral keputusan  sctelah pelaksanann
otonomi daerai

21 Tanggal mulai berlakunya  surat keputusan harus setelah
nelaksanaan otonomi daerah.

1) Apabila selama ini PNS yang bersangcutan tidak bekerja dan
pajinya telah dihentikan, maka gajinya tewa)s dinentikan.

4y Apabila selama int PNS yang bersangkutan tetap bekerja tetapi
gajinya telah dihentikan, maka gajinya dibayar sampai dengan
herlakunya keputusan pzmberhentian,

2y Apabila selama ini PNS yang bersangkutan ticak bekerja tetapi
gajinya dibayar, maka gajl tersebut dihentikan scjak berlakunya
keputusan pemberheniian,

Peinbat Penilai dan atau Atasan Pejabal Penilai yang tertinggi
adalah Gubemur dan Bupati/Walikota untuk penilaian pelaksanaan
pekeriaan Pegawai Negeri Sipil Daeralr di lingkunganya masing-
masing.

Fax NO. 192131387217 Mar. 24 28:i@ BL:£3FF P2



»

FEIHM $BAPEN FAxX MO, 18213150717 Mar. 24 z2@1@ @l:45R0 Pl

F; ) - . . 3

3. Demikian uniuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yih ;

Menteri Negzara Pendayagunaan Aparatur Neyara;

Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;

Semus Kepala Badan Pengawasan Daerzh Propinsi, di tempat;

Semuz Kepala Badan Perigawasan Daerah Kabupaten/Kota, di tempat;
Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawzian Negara.
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